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ABSTRAK 

 

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang  atau yang biasanya disebut dengan istilah money 

laundering, dari hari ke hari semakin banyak dilakukan, dimana hal tersebut dapat dilakukan secara 

terorganisir atau individu. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus yang telah terjadi dengan Putusan 

Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, permasalahan yang utama dalam putusan tersebut dimana telah 

terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh sekelompok orang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertimbangan dan peranan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi para pelaku dan apakah 

putusan telah sesuai dengan keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan perundang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para 

pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut dengan berdasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana 

putusan tersebut dapat memberikan efek jera bagi para terhadap para pelaku tindak pidana pencucian 

uang dan masyarakat untuk tidak melakukan hal sedemikian. 

Kata Kunci ; Tindak Pidana, Pencucian Uang, Hakim 

 

ABSTRACT 

 

 Money Laundering Criminality case until now is increasing day by day. The crime can be procced by 

organization and by individuality.  The example that can be seen in the case that has occurred with Decision Number: 

180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, the main problem with the Decision of the case is that there has been a criminal act of 

money laundering by a group of people. This study aims to determine the considerations and role of judges in making 

decisions for the perpetrators and whether the decisions are in accordance with justice and applicable legal in 

Indonesia. In this study using a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that the 

decision handed down by the Panel of Judges against the perpetrators of money laundering in this case is based on 
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Legal Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Laundering. Money, where the 

decision can provide a deterrent effect for the perpetrators of money laundering crimes and the public not to do such 

things. 

 

Keywords: Criminal Act, Money Laundering, The Judge 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

Manusia dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari kaidah-kaidah hukum yang 

ada. Hukum sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi, telah menguasai 

kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan waktu ia masih di dalam kandungan hingga 

sampai ke liang kubur memberikan arah dan gambaran, akan tetapi karena bidang hukum itu 

luas dan mencakup banyak hal maka tidak akan dapat mencakup secara keseluruhan. Hukum 

merupakan salah satu bagian dalam kehidupan masyarakat, yang dimana hukum ialah salah 

satu norma bermakna dalam kehidupan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang 

dengan tujuan untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. 

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada 

warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga 

negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap 

manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah 

manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya 

pemegang hukum dan keseimbangan saja.1 

Di Indonesia “Hukum pidana mulai  digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari 

Bahasa Belanda dari kata starfrecht, atau straf yang di terjemahkan dengan kata pidana, yang 

artinya hukuman, sedangkan recht diterjemahkan dengan kata hukum, dan dasarnya identik 

dengan perkataan ius dalam Bahasa Romawi2”. Istilah hukum pidana memiiki beberapa 

pengertian, salah satunya dari Utreacht “Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan 

hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakkan sanksi pidana3”.  

Jika kita membahas tentang hukum maka erat kaitannya dengan peraturan-peraturan yang 

harus di patuhi. Seluruh bentuk kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di 

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang dan berbagai macam peraturan yang berlaku. 

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (machtstaat). Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (rechsstaat) harus 

                                                
1 Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PSHTN 

FH UI dan Sinar Bakti, 1988, h. 153. 
2 Rsayid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016, h. 1. 
3 Masruchin Ruba’i, Hukum Pidana, MNC Publishing, Malang, 2021, h. 2 
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diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (the rule of law), 

sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh 

ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Identifikasi kandungan prismatika hukum dalam 

konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari 

fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercatum dalam Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan 

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka unuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan, Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum. Hal itu berarti bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis yang 

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan penjelasan tersebut bahwa segala pelanggaran yang dibuat oleh warga negara Indonesia 

harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila hal tersebut masuk 

dalam kategori tindak pidana maka harus diberi sanksi pidana.  

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada sekarang ini sebagian telah dikodifikasi 

(disusun dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis) dan sebagian yang lain tersebar 

dalam undang-undang. Hukum Pidana yang telah dikodifikasi itu dapat dibaca/terdapat dalam 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht 

(Belanda), dapat disebut sebagai KUHP. Aturan-aturan pidana yang terdapat diluar KUHP 

anatara lain dapat ditemukan dalam : Undang-Undang tentang Anti Korupsi , Undang-Undang 

tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi dan berbagai undang-

undang yang lain sebagainya.4  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pendudukan yang mayoritas beragama 

Islam, hal itu membuat pihak-pihak tertarik dengan bisnis penyelenggaraan umrah, hal ini 

dimanfaatkan oleh berbagai macam pihak untuk mendirikan biro perjalanan umrah. namun 

ironisnya, dari banyaknya biro yang berdiri di bidang tersebut tidak semua biro perjalanan 

umrah mengoperasikan bisnisnya dengan baik, salah satu faktornya karena dalam pengelolaan 

biro tersebut terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering). Kasus tersebut 

kemudian terjadi di Kota Semarang yang sudah dijatuhi putsan oleh Pengdailan Tinggi Kota 

Semarang dengan Putusan Nomor. 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG. 

“Pencucian uang (money laundering) merupakan suatu proses atau perbuatan menjadikan 

hasil kejahatan (proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) yang telah 

diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian dirubah menjadi harta kekayaan yang seolah-

olah berasal dari kegiatan yang sah”5. Dalam proses pencegahan dan pemidanaan pemeran 

hakim merupakan suatu peranan yang memiliki pengaruh besar dalam pencegahan dan 

pemidanaan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peranan seorang Hakim sebagai pihak 

yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang 

                                                
4 Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, h. 8.2. 
5 Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Rajawali 

Pers,Depok, 2019 h.15. 
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berkembang di dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan 

bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. keabsahan hakim untuk 

menjamin keobjektifan hakim mengambil keputusan. 

Putusan Hakim bertujuan untuk memberikan keadilan dalam penegakan hukum disamping 

untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, 

juga harus ada mewujudkan keadilan. Putusan tidak hanya dapat dilihat sebagai produk, 

melainkan di dalamnya juga terdapat  proses untuk  sampai  pada  ketetapan  putusan,  jelas 

melalui  berbagai  pertimbangan  tertentu.  Maka  upaya  lebih  lanjut  untuk  memahami 

bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam  membuat  putusan  terhadap  tindak  pidana korupsi 

dalam kaitan tersebut juga tidak kalah penting. 

Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik dengan penelitian yang berjudul 

mengenai : Akibat Hukum atas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Jasa  Layanan 

Umroh (Studi Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG)”. 

2. Rumusan Masalah 

1. Apa pertimbangan Hukum Hakim, terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang 

pada Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG? 

2. Apakah Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, sudah sesuai dengan asas 

keadilan hukum? 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dengan penelitian yuridis normatif, yang dimana 

pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, prinsip-prinsip hukum ataupun 

doktrin-doktrin hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau 

pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini memberikan 

prespektif yang harus diterapkan pada legal issue. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian 

hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum 

maupun dokrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi6”. Menggunakan 

metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach).  

B. Pembahasan 

a. Kasus Posisi 

Bahwa berawal sekira bulan Februari 2014 di tengah-tengah pengurusan administrasi 

pemberangkatan 13 jamaah umroh, saksi Eko Edi Susanto bin Sapekudin, bersama saksi 

                                                
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, h.35 



5 
 

Sapekudin bin Sarpan (Alm) menawarkan kerjasama kepada saksi. Farikhin Juwanda, kemudian 

saksi Farikhin Juwanda tertarik dengan penawaran yang ditawarkan kepadanya. pada Februari 

tahun 2014 saksi Farikhin Juwanda, mengajak Eko Edi Susanto dan saksi Sapekudin ke Jakarta 

untuk bertemu dengan Komisaris PT. FACHRY PUTRA ALHABSI yaitu Ahmad Alhabsyi 

Abubakar di Jakarta. Setelah kira-kira 2 hari sepulang dari Jakarta Saksi Farikhin Juwanda 

menelpon Direktur Operasional PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI, yaitu Ahmad Riyad untuk 

meminta konfirmasi hasil pertemuan tersebut, dalam komunikasi lewat telepon Ahmad Riyad 

menyampaikan kepada saksi Farikhin Juwanda bahwa program tersebut di coba dulu di 

Semarang. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, saksi Farikhin Juwanda menganggap bahwa 

PT. FACHRY PUTRA ALHABSYI Pusat menyetujui kerja sama antara PT. FACHRY PUTRA 

ALHABSI cabang Semarang dengan Eko Edi Susanto. Selanjutnya pada bulan Februari 2015 saksi 

Farikhin Juwanda ketika mengajukan tagihan kepada saksi Eko Edi Susanto untuk 

pemberangkatan 13 Jamaah namun Eko Edi Susanti tidak dapat memberangkatan 13 jamaah 

tersebut. Namun Menyarankan kepada saksi Farikhin Juwanda untuk memakai sisa setoran 

jamaah yang berangkat Februari 2016 yang memang belum disetorkan oleh saksi Farikhin 

Juwanda kepada saksi Eko Edi Susanto yaitu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). dan pada 

tanggal 31 Maret 2015, saksi Farikhin Juwanda kembali membuat invoice (tagihan) kepada saksi 

Eko Edi Susanto untuk pemberangkatan 224 (dua ratus dua puluh empat) jamaah umroh bulan 

Mei 2015 sejumlah Rp.6.100.861.350,- (enam milyar seratus juta delapan ratus enam puluh satu 

ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun saksi Eko Edi Susanto kembali tidak bisa 

pemberangkatan periode itu dengan alasan kalah dalam trading forex. Ternyata bahwa uang 

atau dana yang diterima saksi Eko Edi Susanto dari saksi Farikhin Juwanda oleh Eko Edi Susanto 

telah ditransfer ke rekening milik terdakwa 1. Budi Sugi Indarhati Binti Rantisan dan rekening 

milik terdakwa 2. Teguh Arif Prasetyo Bin Sapekudin. Bahwa Akibat terjadi hal tersebut maka 

saksi Farikhin Juwanda mengalami kerugian kurang lebih Rp.11.834.500.000,00. 

b. Pertimbangan Hakim, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pada 

Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG 

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam 

proses berkeadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa 

dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari 

keadilan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam kasus ini adalah 

perkara pidana, harus memiliki argumentasi-argumentasi hukum yang kuat yang dapat diterima 

oleh terdakwa-terdakwa, penuntut umum (para korban) dan juga masyarakat sebagai pengamat 

hukum.  

Penjelasan mengenai hakim berada pada Pasal 1 angka 8 KUHAP (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana) menjelaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menyelenggarakan perkara mulai dari 
menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Tugas 
utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyerlesaikan semua perkara 
yang diajukan kepadanya. Kedudukan hakim bebas dan bertanggungjawab dalam 
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melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) 
dan Komisi Yudisial (KY).7 

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan 

huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Tetapi dalam putusannya 

memangku tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan 

dalam kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan masyarakat. Hakim progresif akan 

mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Menurut Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim 

merupakan pemikiran-pemikiran hakim atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan 

dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dalam hal ini 

Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengadung pemidanaan, hakim harus 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdak-terdakwa, 

putusan hakim juga harus memenuhi nilai-nilai dasar dalam putusan hakim karena putusan 

hakim tersebut selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat 

untuk seluruh pihak dan tidak boleh berpihak kepada siapun. 

Untuk setiap putusan wajib memuat pertimbangan yang lengkap dengan disusun dari 

fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di dalam persidangan, terutama 

tentang fakta atau keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa fakta-fakta tersebut 

beserta alat pembuktian harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena 

akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan 

dijatuhkan terhadap setiap terdakwa. Jika tidak maka putusan tersebut akan menimbulkan 

pertikaian dan akan kalah jika diajukan upaya hukum lain oleh penuntut umum. 

Dalam hal pertimbangannya, Hakim yang menangani kasus tersebut  berpendapat bahwa 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pembuktiannya terdapat barang-barang bukti yang diajukan 

tidak jelas penyitaannya dari siapa, sebab dalam berkas perkara yang berasal dari penyidik, tidak 

terdapat Surat Perintah Penetapan Ijin/Persetujuan dan Berita Acara Penyitaan, hanya dalam 

daftar barang bukti disebutkan bahwa barang-barang bukti tersebut atas nama tersangka Eko Edi 

Susanto, oleh karena itu barang-barang bukti dimaksud tidak dapat ditetapkan statusnya dalam 

putusan perkara terdakwa-terdakwa sehingga hanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut 

Umum (JPU). 

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi atau tingkat banding 

terkait kasus yang melibatkan teradakwa 1. Budi Sugi Indarhati Binti Rantisan dan terdakwa 2. 

Teguh Arif Prasetyo Bin Sapekudin yang telah terbukti melakukan kejahatan tindak pidana 

pencucian uang. Yang mana putusan hakim tingkat banding telah menjatuhkan hukuman 

kepada terdakwa 1. Budi Sugi Indarhati Binti Rantisan dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa 2. Teguh Arif 

                                                
7 Suharto dan Jonaedi Efendi,  Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Kencana, Jakarta, 2013. 

h. 45. 
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Prasetyo Bin Sapekudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan 

denda sebesar Rp. 150. 000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan analisis peneliti maka dakwaan 

yang telah di putus atau diberikan oleh Majelis Hakim terhadap para terdakwa sudah tepat 

karena bentuk dakwaan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa 

yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, mengingat bahwa terdakwa-terdakwa 

telah menerima uang yang telah ditransferkan dari saksi Eko Edi Susanto kepada rekening 

masing-masing pemilik para terdakwa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perbuatan para 

terdakwa telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,. Dalam proses persidangan 

dimana Penuntut Umum menuntut terdakwa-terdakwa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

dengan tuntutan kepada terdakwa 1. Budi Sugi Indarhati Binti Rantisan dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah 

untuk segera ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 

(enam) bulan kurungan, dan terdakwa 2. Teguh Arif Prasetyo bin Sapekudin dengan pidana 

penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ,dengan 

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) 

subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa-

terdakwa mengakibatkan saksi Farikhin Juwanda dan saksi Destya Istiani mengalami kerugian 

sebesar Rp. 11.834.500.000,- (sebelas milyard delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu 

rupiah).  

Didalam Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG disebutkan bahwa para terdakwa 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam putusan 

Pengadilan Tinggi tersebut dimana Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-

pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang dalam putusannya, bahwa semua unsur-unsur 

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa telah terpenuhi, yang berdasarkan 

pada fakta-fakta yang dibuktikan di dalam persidangan. yang dimana 1. Budi Sugi Indarhati 

Binti Rantisan dan terdakwa 2. Teguh Arif Prasetyo Bin Sapekudin telah menerima transferan 

yang berasal dari saksi Eko Edi Susanto. Dalam hal ini para terdakwa dianggap membantu atau 

bekerja sama dengan saksi Eko Edi Susanto untuk menggunakan atau mengelola uang yang 

diketahuinya hasil dari tindak pidana dengan adanya tujuan untuk menyamarkan asal usul dari 

harta kekayaan tesebut. Maka dari itu peneliti sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim yang dimana kerugian yang dialami oleh saksi Farikhin Juwanda dan saksi Destya 

Istiani dianggap bukan merupakan akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh 1. 

Budi Sugi Indarhati Binti Rantisan dan terdakwa 2. Teguh Arif Prasetyo Bin Sapekudin 

melainkan hal tersebut merupakan perbuatan dari saksi Eko Edi Susanto, dikarenakan 1. Budi 

Sugi Indarhati Binti Rantisan dan terdakwa 2. Teguh Arif Prasetyo Bin Sapekudin dianggap 

hanya membantu dalam hal menerima pentransferan dari saksi Eko Edi Susan untuk 
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menyamarkan harta kekayaannya. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang 

dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dalam proses persidangan di pengadilan, maka 

peneliti sependapat dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi, yang dimana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dianggap 

telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena terdakwa-terdakwa memenuhi 

unsur bahwa telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, Peneliti memiliki 

anggapan bahwa putusan hakim tingkat banding ini telah memenuhi unsur-unsur putusan yang 

baik. walaupun terkadang adanya pro dan kontra terhadap putusan ini, namun kita tidak dapat 

mengintervensi ataupun mengatakan salah terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis 

hakim tersebut dan sebaiknya menghormatinya. Menurut peneliti, hakim didalam memutus 

sebuah perkara dan mempertimbangkan layak dan tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang 

hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan 

substansi putusan hakim terikat dengan prinsip indepedensi hakim. Dengan demikian dalam hal 

ini terdakwa-terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang antara tahun 2014 sampai 

dengan 2015 dan undang-undang terbaru yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang 

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Tindak 

Pidana Pencucian Uang, maka dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat pertama 

dan banding sudah tepat dan benar dalam penjatuhan putusan tindak pidana pencucian uang. 

c. Kesesuaian Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 

180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, Dengan Asas Keadilan Hukum Dan Kepastian 

Hukum 

 

Asas Keadilan 

Dalam visi Indonesia masa depan telah dinyatakan bahwa hukum ditegakkan untuk 

keadilan dan tantangan untuk menegakkan keadilan, adalah terwujudnya suatu tata aturan 

yang adil. Tata aturan yang adil menurut Kelsen ialah tata aturan yang dapat menjamin 

pemenuhan kebutuhan sebanyak-banyaknya masyarakat. persoalan keadilan sebenarnya yaitu 

sesuatu yang berada di luar penalaran manusia. bagi pengetahuan rasional hanyalah 

kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang 

memenuhi satu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu 

kompromi antara kepentingan yang bertentangan. Di antara dua pilihan itu mana yang disebut 

adil, tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional. Pemenuhan keadilan hanya 

dapat ditentukan menurut hukum positif berupa undang-undang.  
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Hukum positif berupa undang-undang tidak diukur dari sudut adil atau tidak adil, teori yang 
menyebut The Pure Theory of Law. Keadilan dapat diartikan sebagai legalitas, yaitu adil jika suatu 
aturan diterapkan pada semua kasus yang sama. Tindakan individu disebut adil berarti legal, 
sedangkan tindakan yang tidak adil disebut sebagai illegal. Adil merupakan suatu relative, yaitu 
sangat tidak apabila mengadili kasus tertentu yang tidak menurut hukum positif, sebab keadilan 
yang ingin diwujudkan oleh hukum positif yaitu keadilan yang legalis8. 

Prinsip penting dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan  kesetaraan 

kedudukan bagi setiap orang di hadapan hukum. Adanya perlindungan dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (penjelasan atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004).  

Rawls didalam teorinya yang disebut dengan A Theory of Justice menyatakan bahwa ada 
dua (2) prinsip keadilan, yakni: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas suatu 
kebebasan dasar yang paling luas; kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur 
sedemikian rupa sehinggar; (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua 
orang; dan (b) semua posisi jabatan terbuka bagi semua orang. Hakikat kesetaraan 
merupakan suatu keadilan sebagai keteraturan yang menuntut agar hak-hak dasar yang 
setara diberikan kepada semua orang9. 

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, bebeda dengan kepastian hukum yang 
bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam 
pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam 
pelaksanaan dan penegakan hukum harus diperhatikan10. 

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum 

tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat 

individual. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diwajibkan kepada 

para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. maka dari itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik, diperlukan 

penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam menegakan keadilan keadilan berbagai patokan 

harus diwujudkan dalam kenyataan. 

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut 

beberapa pendapat para ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum untuk masyarakat 

golongan apapun. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu 

sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai 

keadilan, hal mana sesuai dengan pendapat John Rawls yang mengatakan bahwa subjek 

utama keadilam adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga 

sosial menditribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian 

keuntungan dan kerjasama sosial.  

                                                
8Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta, 2021, h. 19 
9Ibid., h. 20 
10H.Margono, Asas Keadilan,Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, 

Jakarta 2020, h. 108 
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Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung kepada beagaimana hak-

hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam 

berbagai kawasan masyarakat. dari pendapat John Rawls tersebut, terlihat bahwa keadilan 

tidak boleh adanya tawar menawar dan harus diwujudkan kedalam masyrakat, tanpa harus 

mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain. Dengan demikian bahwa keadilan adalah 

tujuan hukum yang utama. 

Dalam aliran deontologikalisme yang terpenting adalah komitmen cara atau mekanisme untuk 

mewujudkan keadilan. Yang oleh para pengikutnya sering diungkapkan dengan mengatakan 

bahwa tegakkanlah hukum untuk mencapai keadilan meskipun langit akan runtuh, atau 

ungkupan lain yang menekankan pada mekanisme atau prosedur yang menyatakan apa pun 

yang terjadi janganlah berkata bohong. Kedua ungkapan tersebut menunjuk pada pentingnya 

proses atau cara mewujudkan keadilan melalui penegakkan hukum dan kejujuran. Cara atau 

prosedur dinyatakan adil jika dalam prosedur memenuhi unsur kelayakan, kebebasan, dan 

kesamaan. Masih menurut Nur Hasan Ismail dalam kutipannya tersebut, “bahwa keadilan yang 

lebih menekankan pad acara atau mekanismes mewujudkan keadilan dalam konteks putusan 

hakim di pengadilan perlu mendapat perhatian11”. 

Karena keadilan menurut pendangan deontologikalisme ini banyak memuai kritik, 

karena kadang-kadang ada perlakukan tidak adil yang dialami oleh para pihak. Putusan hakim 

diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh 

para pihak dalam berperkara. Keadilan yang dimaksud sedapat mungkin keadilan substansial, 

bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil doterima diterima dan 

dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Sementara keadilan formal dimaknai sebagai 

keadilan yang berdasarkan atas hukum semata, yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan 

adil oleh para pihak. 

Dengan demikian, setiap putusan pengadilan harus bermuara pada penegakkan 

kepastian hukum yang adil yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi dan keadilan 

kesetaraan bagi semua orang yang berhadapan dengan hukum. Jika mengabaikan hal-hal 

sebagaiman tersebut, dapat menyebabakan rendahnya kepercayaan masyarakat (public) terhadap 

penegakan hukum oleh pengadilan. 

Asas Kemanfaatan 

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang 

mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan 

(happiness), sehinga dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum, masyarakat mengharapkan 

adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya 

haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat 

sebaliknya, penegakan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat. jadi baik buruknya 

hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia.  

                                                
11Ibid., h. 110 
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Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk 
manfaat sejati, yakni kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemudian menurut John Rawls 
dengan teorinya yang disebut Teori Rawls atau Justice as Fairness (keadilan sebagai kejujuran) 

menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu 
ketidakbahagiaan (the greatest happiness of the greatest number people)12. 

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari 

hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan 

sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang 

diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang bersumber dari orang perseorangan 

ataupun masyarakat dari negara. Disisi lain dikatakan bahwa kepastian hukum, keadilan 

hukum, dan kemanfaatan hukum sering terjadinya pertentangan. Hal ini terjadi karena adanya 

kecenderungan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, sehingga kemanfaatan 

terabaikan, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut ini tidak dapat dihindarkan, pertentangan akan 

selalu terjadi berulang-ulang antara tuntutan kepastian hukum, keadilan hukum, dan tuntutan 

kemanfaatan hukum. 

Hukum pada dasarnya menghendaki adanya keserasian antara ketertiban dan 

ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. jika terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan 

berlarut-larut. Konflik yang terjadi anatara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, 

dalam teori hukum biasa disebut sebagai antinomy. Antinomi pada dasarnya mengandung arti 

kondisi yang bertentangan satu dengan yang lain, tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-

sama membutuhkan.  

Dalam menghadapi antinomy tersebut, hakim dalam menerapkan putusan harus berani 

mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sikap keberanian hakim tersebut memiliki 

makna yang sangat penting. kepastian hukum serta keadilan bukanlah jaminan bagi tegaknya 

supremasi hukum dalam arti hukum yang mencerminkan kebutuhan dan memberi kepuasaan 

atau kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya perlu juga diwujudkan. Dengan istilah lain 

keadilan dan kepastian hukum dapat terpenuhi, namun jika kemanfaatan tidak ada maka bisa 

saja menjadi kekosongan hukum. 

Sumber keadilan terletak pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan 

yang dideritanya, baik oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari 

orang lain. Kaitanya dengan tugas hakim, sebaiknya putusan hakim seharusnya dapat 

memberikan manfaat kepada pihaik-pihak yang berperkara. Putusan hakim harus memberi 

manfaat bagi para pihak secara lahiriyah maupun batiniyah.  

Hal ini  juga dapat berarti bahwa para pihak harus dapat memahami dan menghayati apa 

arti dan manfaat putusan itu bagi mereka sendiri. Disini tugas dan peran hakim untuk wajib 

memberikan pengertian-pengertian melalui dialog selama dalam proses persidangan. 

                                                
12Ibid., h. 111. 
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Disamping putusan hakim mempunyai manfaat bagi para pihak, putusan hakim diharapkan 

juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. 

Asas Kepastian Hukum 

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang menggharapkan 

dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang 

konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam 

pelaksanaanya boleh menyimpang “fiat Justitia et perereat mundus yang artinya bahwa meski 

dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan. Itulah yang merupakan keinginan dalam 

kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan justitieabeln terhadap tindakan 

sewenang-wenang13”, yang berarti bahwa seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan 

dalam keadaan tertentu. 

Masyarakat pada umumnya mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian 

hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. kepastian hukum adalah ciri yang 

tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa 

nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi 

setiap orang. 

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena 

kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang 

dapat secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam 

kehidupannya dalam bermasyarakat. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi 

juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum. 

Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan 

efektivas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.  

Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut perlu ada aturan hukum yang bersifat umum 

atau menyamaratakan. Sifat menyamaratakan itu tentu bertentangan dengan unsur keadilan, 

karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagaiannya (suum 

cuique tribuere). 

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika 

digabungkan dengan kata hukum menajdi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat 

hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Menurut 

Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai 

dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Jadi 

intinya bahwa kepastian hukum ialah hukum yang ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum 

itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. 

                                                
13 Ibid., h.114 
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hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, yang “diantaranya seperti, Sudikno 

Mertokusumo yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustitiabeln 

terhadap tindakan sewenang-wenang14.”, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Kepastian hukum biasanya dapat diwujudkan dalam praktik kabiasaan-kebiasaan atau 

kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam 

praktinya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dengan aturan tertulis dalam perundang-

undangan. Kepastian huku jika dipandang dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka 

kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana 

seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang 

dihendaki. Dalam konteks demikian kepastian hukum dapat sebagai keamanan hukum, yang 

artinya bahwa melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalm proses 

peradilan.  

Dalam proses peradilan, putusan hakim memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan 

aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik peradilan sering dijumpai bahwa terlalu 

memetingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jiks terlalu 

memetingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung 

bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual. Karenanya 

keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan. 

Menurut Van Apeldorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut: 

a. Mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang 
konkrit. Artinya bahwa pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah 
yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara. 

b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya bahwa perlindungan bagi para 
pihak terhadap kesewenangan hakim15. 

Kepastian hukum selalu dikaitkan dengan hubungan antara warganegara dengan negara. 

Kepastian hukum sering dikaitkan dengan penyelenggaraan hukum secara konsisten dalam 

suatu proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku. Dengan demikian kehidupan 

masyarakat bisa berlangsung dengan tertib, damai dan adil. Kepastian hukum tidak hanya 

mencakup hukum in concreto pada saat penegakan dan penerapan hukum. Kepastian hukum 

ditentukan juga oleh tatanan hukum in abstracto. Begitu pula dengan proses peradilan bukanlah 

satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum. 

Dengan demikian, Berdasarkan pandangan dari penilit bahwa Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi dalam penjatuhan putusan terhadap para terdakwa dianggap telah sesuai dengan asas 

kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional. 

Majelis Hakim menerapkan asas kepastian hukum dengan menerapkan pasal yang sesuai 

                                                
14 Ibid., h. 115 
15 Ibid., h. 117 
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dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa 1. Budi Sugi 

Indarhati dan terdakwa 2. Teguh Arif Prasetyo. 

C. Penutup 

a. Kesimpulan 

Penjatuhan Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG , yanga mana Majelis Hakim 

pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan 

mempertimbangkan fakta-fakta dan sesuai dengan undang-undang tindak pidana pencucian 

uang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan Dimana dengan 

pertimbangan hakim melihat para pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang 

sehingga Putusan Nomor : 180/Pid.Sus/2016/PT.SMG, putusan yang dijatuhkan terhadap para 

pelaku sesuai asas keadilan hukum dan kepastian hukum, karena hakim menjatuhkan berdasar 

pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 

b. Saran 

Dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang 

maka penegak hukum diharapkan mampu memberantas dan mengatasi permasalahan tindak 

pidana pencucian uang agar terciptanya keamanan dan kestabilan dalam sistem ekonomi pada 

negara. Dan Peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang sudah jelas diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagai contoh juga sudah pernah terjadi kasus serupa yang telah dijatuhi 

hukuman sesuai dengan aturannya, maka dari itu semoga dengan adanya kejelasan dari 

peraturan ini kasus kasus tindak pidana pencucian uang dapat berkurang dan diberantas di 

Negara Indonesia ini.  
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